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Abstract

The use of motorized vehicles in DKI Jakarta has become a necessity of life for the community.

Ownership of motorized vehicles is very easy, one of which is buying and selling which results in
the transfer of ownership and has an impact on the imposition of transfer fees. The Transfer of
Motorized Vehicle Ownership Tax is one of the Regional Taxes collected by the Regional
Revenue Agency of DKI Jakarta Province. The purpose of this study was to analyze the
effectiveness of the transfer of motor vehicle ownership tax and its contribution to local tax
revenues at the DKI Jakarta Provincial Revenue Service and to determine the obstacles that
occur in tax revenue. This research is in the form of qualitative research and research using
literature study,, direct observation and interviews. The results showed that the effectiveness of
the Motor Vehicle Transfer of Name Tax for 2016-2020 experienced a slight increase and
decrease. The contribution of the Transfer of Motor Vehicles Tax to Regional Tax receipts for
2016-2020 can be categorized as less, but its achievements increase and decrease every year. In
receiving the Motor Vehicle Transfer Tax, there are obstacles, namely Taxpayers who do not
report the location and tax objects that are no longer theirs and are not in the DKI Jakarta area.

Keywords: Regional Tax and Transfer of Motor Vehicles Tax

Abstrak
Penggunaan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi
masyarakat. Kepemilikan kendaraan bermotor sangatlah mudah salah satunya dengan cara jual-
beli, yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan dan membawa dampak pengenaan
Bea Balik Nama. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Pajak
Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian
ini untuk menganalisa Efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kontribusi
terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta serta
mengetahui hambatan yang terjadi dalam penerimaan pajak tersebut. Penelitian ini berupa
penelitian kualitatif dan penelitian menggunakan metode studi pustaka, peninjauan langsung dan
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dan sedikit penurunan. Kontibusi Pajak Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2020 dapat
dikategorikan kurang tetapi pencapaian setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan.
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Dalam penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami suatu hambatan
yaitu wajib pajak yang tidak lapor atas lokasi dan objek pajak yang sudah tidak menjadi miliknya

dan tidak berada di wilayah DKI Jakarta.

Kata Kunci: Pajak Daerah dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

I. PENDAHULUAN

umber Pendapatan Asli  Daerah

(PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak

Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.
Peran PAD sebagai pendapatan pemerintah
daerah untuk pembiayaan dalam melaksanakan
otonomi daerah serta salah satu penghasilan
PAD terbesar bersumber dari Pajak Daerah.
Pajak Daerah yang diatur berdasarkan Un-
dang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI
Jakarta (Bapenda) salah satu instansi yang ber-
wenang memungut pajak daerah. Provinsi DKI
Jakarta yang memungut pajak provinsi salah
satunya yaitu Pajak Bea Balik Nama Kendara-
an Bermotor. Peraturan Daerah Nomor 6 Ta-
hun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Ba-
lik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
Menurut penelitian terdahulu (Sabil, 2016)
adalah hasil analisa yang terjadi pada tahun

2011 — 2013 di Dispenda Samsat Cibinong

meraih pendapatan pajak tertinggi dalam pen-
dapatan Pajak BBN-KB. Presentase selalu me-
ngalami peningkatan efektif yang terjadi pada
tahun 2011 — 2013, yaitu pada tahun 2011
mengalami peningkatan yaitu sebesar 236,
74%, tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu
sebesar 306,37% dan tahun 2013 mengalami
peningkatan yaitu sebesar 357,86%. Hal ini
dapat disebabkan karena keinginan masya-
rakat dalam hal kepemilikan kendaraan pri-
badi sangat meningkat untuk kebutuhan hidup.
Sehingga menyebabkan keefektifan terhadap
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dapat meningkat.

Penggunaan Kendaraan Bermotor di
DKI Jakarta menjadi sebuah kebutuhan hidup
bagi masyarakat. Kepemilikan kendaraan ber-
motor sangatlah mudah salah satunya dengan
cara jual-beli, yang mengakibatkan terjadinya
perpindahan kepemilikan dan membawa dam-
pak pengenaan Bea Balik Nama. Oleh karena
itu semakin banyak pengguna dan kepemilikan
kendaraan, maka semakin banyak pendapatan

Pajak Daerah yang diterima salah satunya Pa-
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jak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBN-KB) melalui pemungutannya.
II. KAJIAN TEORI

2.1. Pajak Daerah
2.1.1.Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu
komponen dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), yang pendapatannya sangat berpe-
ngaruh dari pada pendapatan kompenen-
komponen PAD lainnya. Diharapkan menja-
di salah satu sumber pembiayaan penyeleng-
garan pemerintahan dan pembangunan dae-
rah itu sendiri untuk meningkatkan kesejah-
teraan rakyat.

Definisi Pajak Daerah Menurut Mar-
diasmo (Lamia et al., 2015) menyatakan bah-
wa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib pa-
jak kepada aderah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa-
berdasarkan undang-undang yang berlaku.”
2.1.2.Subjek Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Adapun bagian dari subjek pajak
dan wajib pajak daerah adalah :

1. Subjek pajak kendaraan bermotor

2. Subjek pajak bea balik nama kendaraan
bermotor

3. Subjek pajak bahan bakar kendaraan ber-

motor
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4,

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Subjek pajak air permukaan

5. Subjek pajak rokok
6. Subjek pajak hotel.
7.
8
9

Subjek pajak restoran

. Subjek pajak hiburan
. Subjek pajak reklame

Subjek pajak penerangan jalan

Subjek pajak mineral bukan logam dan
batuan Feldspar.

Subjek pajak parkir

Subjek pajak air tanah

Subjek pajak sarang burung walet

Subjek pajak bumi dan bangunan perde-
saan dan perkotaan bangunan perdesaan
dan perkotaan dan/atau memperoleh man-
faat atas bangunan.

Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan.

2.1.3. Objek Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 Adapun objek pajak daerah antara

lain:

I.
2.

Objek pajak kendaraan bermotor
Objek pajak bea balik nama kendaraan

bermotor

. Objek pajak bahan bakar kendaraan ber-

motor

. Objek pajak air permukaan
. Objek pajak rokok
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Objek pajak hotel
Objek pajak restoran
Objek pajak hiburan

L © =N

Obejk pajak reklame
10. Objek pajak penerangan jalan
11. Mika Objek pajak mineral bukan logam
dan batuan Feldspar.
12. Objek pajak parkir
13. Objek pajak air tanah
14. Objek pajak sarang burung walet
15. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan
16. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
2.2.1.Pengertian Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2019 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2010. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 13 “Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak
atas penyerahan hak milik kemdaraan bermo-
tor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau

pemasukan ke dalam badan usaha”.
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Pengertian Pajak Bea Balik Nama Ken-
daraan Bermotor menurut Darwin dalam

(Sabil, 2016) “Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak

milik kendaraan bermotor akibat perjanjian se-

pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
yang terjadi jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan atau pemasukan kedalam badan usaha
termasuk kendaraan bermotor yang diperasi-
kan air”.
2.2.2.0bjek Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

Berdarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retru-

busi Daerah Pasal 9, disebutkan sebagai beri-

kut:

1. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor adalah penyerahan kepemilikan
Kendaraan Bermotor.

2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah kendaraan bermotor beroda be-
serta gandengannya, yang dioperasikan di
semua jenis jalan darat dan kendaraan ber-
motor yang dioperasikan di air dengan uku-
ran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage)
sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Ton-
nage).

3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan
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Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(2):

a. Kereta api;

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata
digunakan untuk keperluan pertahanan
dan keamanan negara;

c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki
dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas
timbal balik dan lembaga-internasional
yang memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah;

d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.

. Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi

12 (dua belas) bulan dapat dianggap

sebagai penyerahan.

. Penguasaan Kendaraan Ber motor seba-

gaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor
karena perjanjian sewa beli.

. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermo-

tor sebagaimana dimaksud pada ayat 1

adalah pemasukan Kendaraan Bermotor

dari luar negeri untuk dipakai secara tetap

di Indonesia, kecuali :

a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi
yang bersangkutan;

b. Untuk diperdagangkan
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c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah
pabean Indonesia;

d. Untuk digunakan untuk pameran, pene-
litian, contoh, dan kegiatan olahraga
bertaraf internasional.

e. Pengecualian sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf ¢ tidak berlaku apa-
bila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
tidak dikeluarkan kembali dari wilayah
pabean Indonesia.

2.2.3.Subjek Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retri-
busi Daerah Pasal 10 subjek pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pri-
badi atau Badan yang dapat menerima penye-
rahan kendaraan bermotor.
2.2.4.Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2019 Ayat 1 Pasal 5 tentang Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor berbunyi sebagai
berikut:
1. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor adalah:

a. Orang pribadi;

b. Badan;

c. Lembaga Negara dan instansi lannya,
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Yang menerima penyerahan Kendaraan
Bermotor.

2. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban
perpajakannya diwakili oleh pengurus atau
kuasa Badan tersebut.

2.2.5.Tarif Pajak Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor
Adanya perubahan tarif pajak Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut

Pe-raturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019

Keten-tuan ayat 1 Pasal 7 Tarif Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan

masing-ma-sing sebagai berikut:

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
a. Penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua

belas koma lima persen); dan
b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebe-
sar 1% (satu persen).

2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat

besar tidak

berat dan alat-alat

yang

menggu-nakan jalan umum, tarif pajak

ditetapkan masing-masing yaitu sebagai

berikut:

a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol
koma tujuh puluh lima persen);

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebe-

sar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh

lima persen)
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2.2.6.Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu-
si Daerah Pasal 12, Dasar pengenaan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai
jual kendaraan bermotor sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 ayat (9). Nilai jual yang
dimaksud yaitu Harga Pasaran Umum atas
suatu kendaraan bermotor pada minggu perta-
ma bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
Perhitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor diakui dalam suatu table
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
setalah mendapatkan pertimbangan dari Men-
teri Keuangan.
2.2.7.Perhitungan Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
Bedasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu-
si Daerah Pasal 13, besaran pokok pajak Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor

yang
terutang dihitung dengan cara mengalihkan
tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan
dengan Pera-turan Daerah. Dasar pengenaan

Bea Balik Na-ma Kendaraan Bermotor adalah

Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
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2.2.8. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor.

Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor adalah jangka waktu yang lama
sama dengan jangka waktu penyerahan kenda-
raan bermotor pertama ke penyerahan berikut-
nya.dan saat terutang pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor yaitu pada saat penyera-
han sepeda motor.
2.2.8.Pendaftaran Bea  Balik Nama

Kendaraan Bermotor

Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor menurut Peraturan Daearah Nomor
6 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Dae-
rah Nomor 9 Tahun 2010 Ayat 1 Pasal 12,
sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

2. Orang pribadi atau badan yang menyerah-
kan kendaraan bermotor melaporkan secara
tertulis penyerahan tersebut kepada Guber-
nur dalam hal ini Kepala Badan Pajak dan
Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak saat penyerahan.
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3. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat disampaikan secara
langsung atau secara daring (online) dengan
melampirkan paling sedikit
a. Nama dan alamat orang pribadi atau ba-
dan yang menerima penyerahan;
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
orang pribadi Pokok
Wajib Pajak (NPWP) badan yang

atau Nomor

menerima penyerahan;
c. Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
d. Nomor regitrasi kendaraan bermotor;
e. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor;
f. Khusus untuk Kendaraan di air ditam-
bahkan bukti kebangsaan.
2.3. Efektivitas Dan Kontribusi
2.3.1. Efektivitas
Definisi Efektivitas menurut Bungkaes
(Ratulangi, 2019) menyatakan bahwa “Efekti-
vitas adalah hubungan antar output dan tu-
juan.” Dalam artian efektivitas merupakan se-
berapa jumlah tinkat output, kebijakan dan
prosedur dari organisasi mecapai tujuan yang
sudah ditetapkan.
Ukuran Efektivitas (Ratulangi, 2019)
bahwa tingkat efektivitas juga dapat diukur
dengan membandingkan antara rencana yang

telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah
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diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil
pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak
tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak ter-
capai atau sasaran yang diharapan, maka hal
tersebut akan dikatakan tidak efektif.
Perhitungan  Efektivitas  (Ratulangi,
2019) bahwa perhitungan efektivitas dilaku-
kan dengan cara membagi antara realisasi pa-
jak bahan bakar kendraan bermotor dengan
target pajak bahan bakar kendaraan bermotor
Provinsi DKI Jakarta, kemudian dikalikan
100%. Berikut adalah rumus perhitungan
efektivitas:
Realisasi (PBB-KB) X 100%
Target (PBB-KB)

Penilaian kinerja rasio kriteria efektivi-

tas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IL1 Rasio Kriteria Efekfivitas
[ Pemease [ Kriten |
> 100% Sangat Efektif
90-100% Efekuf
80-90% Cukup Efektif
60-80% Kurang Efektif
<60% Tidak efektif

Sumber : Supardi (Ratulangi, 2019)
|

2.3.2.Kontribusi

Definisi Kontribusi menurut Handoko
dalam (Ratulangi, 2019) “Kontribusi adalah
besaran sumbangan yang diberikan atas se-

buah kegiatan yang dilaksanakan.” Analisis
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kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis
yang digunakan untuk mengetahui seberapa
besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan
dari penerimaan pajak terhadap pajak daerah,
maka dibandingkan antara realisasi penerima-
an pajak daerah terhadap pajak daerah. Beri-
kut rumus perhitungannya:
Realisasi PBBKB X 100%
Realisasi Pajak Daerah

Penilaian kinerja rasio kriteria kontribusi
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11.1 Rasio Kriteria Kontribusi

Tabel IL2 Rasio Kriteria Kontribusi

0.00% - 10% Tidak Berkontribusi

10,10% - 20% Kurang Berkontribusi

20,10% - 30% Cukup Berkontribusi

30,10% - 40% Berkontribusi

40,10% - 50% Sangat Berkontribusi

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.00.32 (Ratulangi, 2019)

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan penu-
lis dalam mengumpulkan data yang dibutuh-
kan dalam pembahasan penelitian sebagai be-
rikut:
1. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara
langsung pada objek yang diteliti tentang ana-
lisis efektivitas dan kontribusi pajak bea balik

nama kendaraan terhadap pendapatan pajak
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daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah
(BPRD) DKI Jakarta.
2. Metode Studi Dokumentasi
Penulis menggunakan metode yaitu de-
ngan melakukan riset penelitian di Badan
Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Ja-
karta dan mencatat data yang penulis dapatkan
dari hasil penelusuran di website, jurnal atau-
pun buku.
IV. HASIL PENELITIAN
4.1. Data Penelitian
4.1.1. Data Target dan Realisasi Pajak Bea
Balik Nama Kendaraan dan Pajak
Daerah
Dari hasil penelitian data target dan
realisasi penerimaan pajak Bea Balik Nama
Kendaraan bermotor serta perbandingannya
pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah
(BPRD) DKI Jakarta tahun 2016-2020 yang
disajikan pada tabel IV.1 sebagai berikut.

Tabel .1
Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

Tahun Anggaran 2016-2020
No Tahon Target BEN-KB (Rp) Realisasi BBN-KB (Rp)

1 2016 4.800.000.000.000 5.003.996.134.800
2 2017 5.000.000.000.000 5.027.240.287.850
3 2018 5.100.000.000.000 5.350.625.602.850
4 2019 5.650.000.000.000 5.403.535.434.750
5 2020 3.700.000.000.000 3.669.362.320.550

Jumlah 24.250.000.000.000 24.454.759.780.800

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta

Dari Tabel IV.1 target dan realisasi Pa-

jak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
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(BBN-KB) tahun anggaran 2016-2020 dapat
disajikan dalam bentuk diagram batang seba-
gai berikut:
4.1.2. Tingkat Efektivitas BBN-KB Pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2016-2020
Rumus dan tata cara perhitungan untuk
mengetahui efektivitas dari Pajak Baa Balik
Nama Kendaraan Bermotor pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2016-2020

Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020
= Target BEN-KE (Rp)  4.800.000.00 5.000.000.00 5.100.000.00 5.650.000.00 3.700.000.00
= Realisasi BBN-KB (Rp) 5.003.99613 5.027.24028 35350.625.60 3540353543 3.66936232

6.000.000.000.000
5.000.000.000.000
4.000.000.000.000
3.000.000.000.000
2.000.000.000.000
1.000.000.000.000

0

mTarget BEN-KE (Rp)  mRealisasi BBN-EB (Rp)

Sumber: Data Olahan
Gambar ITL2
Target dan Realisasi Pajak BBN-KB
Tahun Anggaran 2016-2020

Dari hasil perhitungan di atas dengan
membandingkan antara realisasi dan target
selama satu tahun anggaran. Hasil mengenai
tingkat efektivitas Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun
2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut :
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‘Tabel 1112
Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2016 — 2020
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Tabel IV]3
Realisasi Pajak BEN-KE Dan Realisasi Pajak Daerah
Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2016-2020

Sumber: Data Olahan

Dari pernyataan diatas tentang pening-
katan dan penurunan pencapaian efektivitas
penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2016- 2020, dapat disajikan
dalam bentuk grafik sebagai berikut:

ian Efcktifitas Pajak BEN-KB
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2016 - 2020
106,00%
104,00%
102,00%
100,00%
98,00%
96,00% T

104,91%

104,25%

99,17%
100,54%

4 0% 9564% a
52,00% |
50,00%
| 2016 2017 2018 2019 2020
& - 5
Sumber: Data Olahan o t
Gambar IIL3

Efektivitas Penerimaan Pajak BEN-KB
Tahun Anggaran 2016 —2020

4.2.1. Realisasi Pajak Biaya Balik Nama -
KB dan Realisasi Pajak Daerah
Pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-

2020
Dalam menghitung kontribusi Pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di se-
tiap tahunnya, harus mengetahui data realisa-
si penerimaan Pajak Bea Balik Nama Ken-

daraan Bermotor dan realisasi pendapatan

Pajak Daerah, datanya adalah sebegai berikut:

No Tahun Realisasi BBN-KE (Rp) Realisasi Pajak Daerah (Rp)
T KB - {BEN.KB T 1 2016 5.003.996.134_800 31.613.197.634.662
Tahun B @p) : ®x) . Pencapaian s 2 2017 5.027 240 287 850 36500 782 266 176
2016 4.800.000.000.000 5.003.996.134.800 104.25% Sangat Efektif 3 2018 3-350.625.602.860 37538912327 312
4 2019 5.403.535.434.750 40.298.122 505326
2017 | 3.000.000.000.000 5027240287 830 100.54% Sangat Efektit < 5950 S 655355 730350 S S95 363577 653
2018 | 3.100.000.000.000 3330625 602 860 T04.91% Sangat Efektit Tumiah 24.454.759_780 800 177846 275.011.099
2019 | 5650000000000 | 5403535434750 95 64% Frekt Sumber: Bapenda P DK Jal
7020 | 3.700.000.000.000 3.660.362.740350 90.17% Efektit

4.2.2. Tingkat Kontribusi
Bakar

Pajak Bahan
Kendaraan Bermotor
Terhadap Pendapatan Pajak Daerah
Pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-

2020.
Dari Tabel IV.3 data realisasi penerima-
an Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermo-

tor dan realisasi pendapatan Pajak Daerah

dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut:

Realisasi Pajak BBN-KB Dan Realisasi Pajak Dacrah
Pada Badan Pendapatan Dacrah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2016-2020

11111

2016 2017 2018 2019 2020
= Realisasi BBN-KB (Rp) 500399613 502724028 535062560 540353543 3.66936274
= Realisasi Pajak Dacrah (Rp)  31.613.197.6  36.500.7822 375389123 40.2981225 3189526332

 Realisasi BEN-KB (Re)
Sumber: Data Olahan
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u Realisasi Pajak Daerah{Rp)

Gambar IV]4
Realisasi BBN-KB Dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2016 — 2020

Dari hasil perhitungan kontribusi Pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terha-
dap pendapatan Pajak Daerah diatas, untuk
melihat penilaian kontribusi tersebut dapat
dili-hat menggunakan tabel indikator dan

disajikan sebagai berikut:
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Tabel IVl4
Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2016-2020

Realisasi BEN-KB Realisasi Pajak Daerah

Tahun Pencapaian Kontribusi
Bp) ®p)
2016 5.003.996.134.800 31.613.197.634.662 15,83% Kurang
2017 5027240287 850 36.500.782.266.176 13,77% Kurang
2018 5350625 602 860 37 3538912327 312 14.25% Kurang
2019 5.403.335.434.750 40.208.122.505.326 13.41% Kurang
2020 3 669362 740550 31927228 396 164 11,50% Kurang

Sumber : Data Olahan

Dari pernyataan diatas tentang persenta-
se pencapaian yang mengalami naik dan turun
dalam kontribusi penerimaan Pajak Bea Ba-
lik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pen-
dapatan Pajak Daerah, dapat disajikan dalam
bentuk grafik sebagai berikut:
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pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI
Jakarta bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IS
Fontribusi Pajak Daersh Tabun 2016
Pajals wmsi DET

Badan
En
s T
T e fpTasToatsoen o
z EENT-KE Fp. 3005 006154500 15, 83%6
3 St 505w ooTSaoEe e
- o A T W TIaTr S Trees "
] Pajak Hotel Fp. 1. 409 70350703 4, 74%%
- e —— e e
T Pajak Fr. TOD 535 D65 131 Z2.45%%
3 DPajak Feklame Fr. EDDDTI S05.IT5 Z.E5%%
= e —TeEsoame —
10 Pajak Daxkix Fp. 4455 D00 E49.0Z0 1. 47%%8
11 Pajak EPHIEB Fp. 3915363 343873 1Z_35%6
= e — o ST o E— |
| pnlEE e s g—
J\.::l.]ah Fp. 31615107 .654.662 T00%%
Sumber: Data Olaham (=}

2. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun
2017

Ada beberapa jenis pajak lainnya yang

berkontribusi terhadap Pendapatan Pajak Dae-

Pencapaian Kontribusi Pemerimaan Pajak BEN-KB Terhadap
Pendapatan Pajak . .
Pads Badsn Fmdspaian Provimss DICE Tatkares rah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Ezaran 20162020
18,0074 15,83% o1
is.00% . DKI Jakarta Tahun 2017, dapat dilihat pada
1;-:00% 11,50%
10,00% .
s.00% tabel berikut:
4,00%
oo AT e S S T ANARAIDOAT
— — — — o p S PSR Do T 2oxy
) Noo Feni= Pajak
—e— Pencapaian 1 PEKE Rp. 8.005. 898 498 574 21.,93%%
S _ e — S s
----- E) PEBE- KB Rp. 1.153 231 799 802 3.16%%
Gambar ITL.5 a Pajak Air Tanah Re. 6. 679 543 773 o 26%%
Kontribusi Penerimaan Pajak BEN-KB El Pajak Eotel Fp. 1.559 516018 042 2 Z7%%
Tah Al 2016 — 2020 3 Pajak Restoran Rp. 2.752 068.115.536 T.54%%
mn Anggaran = fast e o Sore
S - Z B N oz
El Pajak Penerangan Jalan Rp. 754 469 006.056 2.07%%
. . . . . . 10 FPajak Parkir Rp. 484 833 460.923 1.33%a
Berikut ini penjelasan mengenai Tingkat = Famwarerrs e AT Tea
= i - i
- ﬁ :
o ] ) ) o I momane
Kontribusi dari masing- masing Pendapatan Tcin = sesoo e Tes TTe Toow

Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020 :
1. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun
2016

Berikut ini penyumbang pendapatan Pa-
jak daerah terbesar pada tahun 2016 adalah
Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermo-
tor. Data selengkapnya mengenai kontribusi

masing-masing jenis pendapatan pajak daerah

3. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun
2018
Ada beberapa jenis pajak lainnya yang
berkontribusi terhadap Pendapatan Pajak Dae-
rah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2018, dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Takel IV _ 7

tribusi Mlasing- Riasing Femis
Fajalk Dacrah Pada Badamn Peodapratam
Iraerah Prowvimsi IDDET Jalkarta Tahoan 2018

|
45

el [l k) | R

e

Pragak — = N
Pred 1 EESEOTES 1SS LT 23 sorel

T Sam el saT eaz [y
Sumber Dais - BAPESNDA Provins DA Fakarts (Dhaes Oda b S0213

4. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun
2019
Dari jenis Pajak Daerah pada Badan
Pendapatan Daerah provinsi DKI Jakarta
Tahun 2019 bisa dilihat pada tabel berikut:

Honitribusi Pajak Daerah Tahun 2019
Badan Fendapatan Fajalk Daerah Frovinsi DET Falarts

]
i

:

H

5
AEEEEEEEEEEEE

Fp. 0.649 565555778 23,05%%

Fp. 50 208 122 505 326 TO0%%

5. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun
2020
Ada beberapa jenis pajak lainnya yang
berkontribusi terhadap Pendapatan Pajak Dae-
rah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2019, dapat dilihat pada
tabel berikut:

;;:awwwhw»?
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1.2.1.Kendala Yang Dihadapi dan Upaya
Yang Harus Dilakukan
A. Kendala Yang Dihadapi
Dari hasil pembahasan diatas dapat
diketahui bahwa pencapaian penerimaan Pajak

Bea Balik Nama Kendaraan yang dicapai

setiap tahunnya juga mengalami peningkatan

dan penurunan. Penyebab dari peningkatan
dan penurunannya dikarenkaan adanya faktor-
faktor sebagai berikut:

1. Lokasi Wajib Pajak (WP) atau objek kenda-
raan bermotornya tidak ada di Wilayah DKI
Jakarta. Hal ini disebabkan ketika Wajib
Pajak atau objek sudah tidak di Wilayah
DKI Jakarta, tetapi tidak lapor atau tidak
menyerahkan kepemilikan.

2. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor sudah tidak menjadi milik Wajib
Pajak. Hal ini terjadi ketika kendaraan yang
hilang, dijual dan rusak tetapi wajib pajak
tidak melaporkan kepihak yang bersangku-
tan

3. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam
membayar Pajak Bea Balik Nama Kenda-
raan Bermotor. Dalam hal ini wajib pajak
tidak patuh atau lalai dalam melakukan
pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kenda-
raan Bermotor.

4. Faktor Perekonomian yang mempengaruhi
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daya jual beli masyarakat berkurang. Pere-
konomian yang tidak stabil membuat pene-
rimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor pun meningkat. Karena faktor
jual beli merupakan salah satu yang mem-
buat adanya pengenaan Pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor.
B. Upaya Yang Harus Dilakukan.
Berdasarkan dari faktor kendala yang
dihadapi adapun upaya yang harus dilakukan
untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan

Pajak Daerah. Berikut upaya yang harus dila-

kukan:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI
Jakarta mengadakan razia gabungan pada
pengguna kendaraan bermotor yang dilaksa-
naan secara rutin oleh pihak samsat beker-
jasama dengan pihak kepolisian, jasa rahar-
ja dan Bank DKI dan melakukan penempel-
kan stiker atau tanda pengenaan pajak pada
Wajib Pajak yang pajaknya terutang dan
belum melakukan pembayaran.

2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI
Jakarta melakukan pengiriman surat himba-
uan pembayaran PKB dan Pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor dari masing-
masing kantor samsat secara rutin kepada
Wajib Pajak.

3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI
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Jakarta bekerjasama dengan Kuasa Penggu-
na Anggaran Republik Indonesia (KPA RI)
dalam penindakan untuk melakukan penagi-
han pajak kepada Wajib Pajak yang teru-
tang dan melakukan sosialisasi dan penyu-
luhan kepada masyarakat untuk menumbuh-
kan kesadaran wajib pajak dilakukan secara
offline maupun online oleh Unit Pusat Data
dan Informasi (Pusdatim) Bapenda DKI
Jakarta.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemba-

hasan pada bab sebelumnya, maka dapat di-

ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian target dan realisasi penerimaan
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2016- 2020, mengalami
peningkatan dan penurunan. membuat fak-
tor perekonomian menurun, sehingga reali-
sasip Pendapatan Pajak Daerah tidak

2. Efektivitas penerimaan Pajak Bea Balik Na-
ma Kendaraan Bermotor pada Badan Pen-
dapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2016-2020, dapat
efektif dan efektif.

3. Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kenda-

dikategorikan sangat

raan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak

Daerah pada Badan Pendapatan Pajak Dae-
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rah Provinsi DKI Jakarta, dapat dikategori-
kan kurang. Tetapi dalam pencapaian per-
dan

sentase  mengalami

13,41%,

peningkatan
dan tahun 2020
kembali

penuru-nan.
mengalami

sebesar 11,50%.

penurunan yaitu

4. Hambatan penerimaan Pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor yang terjadi,
diantaranya adalah adanya ketidak laporan
dan tidak menyerahkan kepemilikan atas
lokasi dan objek Wajib Pajak yang sudah
tidak di Wilayah DKI Jakarta.
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